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PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Kr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat dan tanggal lahir Xxx, 06 Maret 1989, agama

Islam,  pekerjaan  Xxx,  pendidikan  SLTA,

bertempat tinggal  di  Pemangku Sari  Mulyo 2,

Pekon  Xxx,  Kecamatan  Xxx,  Kabupaten  Xxx,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 18 April 1981, agama Islam,

pekerjaan  Xxx,  pendidikan  SD,  bertempat

tinggal  di  Pemangku  Xxx,  Pekon  Xxx,

Kecamatan  Xxx,  Kabupaten  Xxx,  selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat  gugatannya tanggal  09 Juli 2024 telah

mengajukan gugatan Cerai  Gugat,  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor  277/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 09 Juli

2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten
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Xxx,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

85/10/II/2008, tertanggal 12 Februari 2008;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat  dan tergugat  didasarkan

atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat

berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal  di  rumah orang tua  Penggugat  kurang lebih  selama 1  (satu)

tahun yang beralamat di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx,

Kabupaten Xxx, kemudian terakhir kali  bertempat tinggal di kediaman

bersama kurang lebih  selama 11 (sebelas)  tahun yang beralamat  di

Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah

bergaul  layaknya suami  isteri  (ba’da  dukhul)  dan sudah  dikaruniai  2

(dua) anak yang bernama:

a. xxx, tempat/tanggal lahir Xxx,  06  November  2009,

pendidikan SLTP;

b. xxx, tempat/tanggal lahir xxxa, 13 Juli 2018;

Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat          mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Tergugat  tidak jujur  terkait  keuangan dengan Penggugat,

sehingga  Penggugat  tidak  mengetahui  jika  Tergugat  memiliki

banyak hutang;

b. Tergugat  sering  bermain  judi  bersama  dengan  teman-

temannya;

c. Tergugat  kurang  memberi  perhatian  dan  kasih  sayang

kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat terjadi pada April 2023 dengan sebab Tergugat memiliki

banyak hutang  tanpa  sepengetahuan  Penggugat,  sehingga  tiba-tiba

ada  beberapa orang  yang  datang  untuk  menagih  hutang-hutang

tersebut,  saat  ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mau
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menjawab dengan jujur, hingga akhirnya  Penggugat  dan  Tergugat

terpaksa menjual seluruh aset yang ada untuk melunasi hutang-hutang

tersebut,  karena  merasa  sudah  tidak  tahan lagi  dengan  perlakuan

Tergugat  tersebut  akhirnya  Penggugat  memutuskan untuk berpisah

dengan Tergugat dan Tergugatpun menyetujuinya, sejak saat itu

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di

Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx,

sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat

yang beralamat di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx,

Kabupaten Xxx;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan

rumah tangga secara damai  dan dengan melibatkan pihak keluarga,

namun tidak berhasil;

8. Bahwa  Penggugat  merasa  tidak  mampu  mempertahankan

perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan

perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik

diputus dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di  atas, telah cukup alasan bagi

Penggugat  untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Krui  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa  berdasarkan dalil-dalil  tersebut,  Penggugat  memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Krui  cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);  
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang telah  ditetapkan

Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain

untuk menghadap sebagai  wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan

Surat Panggilan (relaas) Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 12 Juli 2024 dan

19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan,  Tergugat  telah dipanggil secara

resmi  dan patut,  sedangkan tidak  ternyata bahwa tidak datangnya  Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk atas  nama  Penggugat  Nomor

1804214603890001  yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Xxx, tanggal 05 April 2013. Bukti surat tersebut

telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan

aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  85/10/II/2008,  tanggal  12

Februari  2008, yang  dikeluarkan  oleh Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Xxx,  Kabupaten  Xxx.  Bukti surat  tersebut  telah  diberi

meterai cukup dan  dicap pos  serta telah dicocokkan dengan aslinya,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
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B. Saksi

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Xxx,  bertempat tinggal  di  Pemangku xxx  Pekon xxx Kecamatan xxx

Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi  mengetahui antara Penggugat dan Tergugat  adalah

suami isteri yang sah;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  terakhir  di  Pemangku  Xxx,  Pekon  Xxx,  Kecamatan  Xxx,

Kabupaten Xxx;

- Bahwa  dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai  2  (dua)  orang  anak, dan  sekarang  ikut  bersama

Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga  Penggugat dan Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun saat  ini  rumah tangga

Penggugat dan Tergugat  sudah tidak harmonis lagi  sejak sekitar

bulan Desember 2022;

- Bahwa  penyebab  ketidakharmonisan tersebut  adalah  karena

Tergugat tidak jujur terkait keuangan dengan Penggugat, sehingga

Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat memiliki banyak hutang,

Tergugat  sering  bermain  judi  bersama  dengan  teman-temannya

dan Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada

Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat

tinggal selama lebih dari 1 tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal  Penggugat dengan Tergugat

tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;
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2. Saksi  II,  umur  51  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxx,  bertempat  tinggal  di  Pemangku  xxx,  Pekon  Xxx,

Kecamatan  Xxx,  Kabupaten  Xxx,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi  mengetahui antara Penggugat dan Tergugat  adalah

suami isteri yang sah;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  terakhir  di  Pemangku  Xxx,  Pekon  Xxx,  Kecamatan  Xxx,

Kabupaten Xxx;

- Bahwa  dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai  2  (dua)  orang  anak, dan  sekarang  ikut  bersama

Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga  Penggugat dan Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun saat  ini  rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 2

tahun yang lalu;

- Bahwa  penyebab  ketidakharmonisan tersebut  adalah  karena

Tergugat tidak jujur terkait keuangan dengan Penggugat, sehingga

Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat memiliki banyak hutang,

Tergugat sering bermain judi bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cemberut-

cemberutan yang mengindikasikan pertengkaran;

- Bahwa sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat

tinggal selama lebih dari 1 tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal  Penggugat dengan Tergugat

tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkannya;
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Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  secara  lisan  menyatakan

yang  pada  pokoknya tetap  pada  gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan

sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk  singkatnya uraian  putusan ini,  ditunjuk  segala  sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  277/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 12  Juli  2024  dan  19  Juli  2024 yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat yang dipanggil  secara  resmi  dan patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  maka  putusan  atas  perkara  ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat ( الغائب   علي (القضاء

dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon

agar dijatuhkan talak satu  bain sughro Tergugat terhadap Penggugat  dengan

alasan  antara  Penggugat  dan  Tergugat telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus  sejak  Desember  2022 yang  disebabkan  oleh

Tergugat tidak jujur terkait keuangan dengan Penggugat, sehingga Penggugat

tidak  mengetahui  jika  Tergugat  memiliki  banyak  hutang,  Tergugat  sering
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bermain judi bersama dengan teman-temannya dan Tergugat kurang memberi

perhatian  dan kasih  sayang kepada  Penggugat.  Dan  puncaknya pada  April

2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat

tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini

merupakan  perkara  perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk

membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti

yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa sebelum  mempertimbangkan  pokok  gugatan

Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

legal standing Penggugat sebagai persona standi in judicio dalam mengajukan

gugatan ini,  serta kewenangan Pengadilan Agama Krui baik absolut maupun

relatif dalam menyelesaikan perkara a quo melalui alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  agama dan tempat  tinggal

Penggugat  di  wilayah  administratif  Kabupaten  Xxx,  sehingga  bukti  tersebut

telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  tersebut  diatas  terbukti

Penggugat adalah  beragama  Islam  dan  berkediaman  di  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan  Agama Krui,  dan  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  sengketa  di

bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  Tentang Peradilan Agama
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sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  terakhir diubah dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal

132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui  berwenang baik

secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  Penggugat dan  Tergugat  telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal  11  Februari  2008 yang tercatat  di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut

telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus

dinyatakan  terbukti  menurut  hukum  bahwa  Penggugat dan  Tergugat  telah

terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2008 dan oleh

karena  Penggugat dan  Tergugat  masih terikat  sebagai  suami istri  yang sah,

maka  Majelis  Hakim  menilai  Penggugat  sebagai  persona  standi  in  judicio

memiliki  legal  standing untuk  mengajukan  gugatan perceraian  sehingga

Penggugat  dapat  dinyatakan  sebagai  pihak  yang  mempunyai  hak  dan

berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat sudah  dewasa,

berakal  sehat,  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara a

quo adalah  perkara  perkawinan,  maka  Majelis  Hakim  menilai  saksi  1

Penggugat telah  pula  memenuhi  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  1  Penggugat  mengenai  alasan

pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat tidak jujur terkait keuangan dengan

Penggugat,  sehingga  Penggugat  tidak  mengetahui  jika  Tergugat  memiliki

banyak hutang, Tergugat sering bermain judi bersama dengan teman-temannya

dan Tergugat kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat
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adalah fakta yang dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  2  Penggugat  mengenai  alasan

pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat tidak jujur terkait keuangan dengan

Penggugat,  sehingga  Penggugat  tidak  mengetahui  jika  Tergugat  memiliki

banyak  hutang  dan  Tergugat  sering  bermain  judi  bersama  dengan  teman-

temannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh  Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308  dan  Pasal  309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2

Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri

yang sah;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  terakhir  di  Pemangku  Xxx,  Pekon  Xxx,  Kecamatan  Xxx,

Kabupaten Xxx;

4. Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berselisih  dan

bertengkar  terus  menerus  dalam  kurun  waktu  sejak  sekitar  bulan

Desember 2022 sampai bulan April 2023 dan telah pisah tempat tinggal
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selama lebih dari 1 tahun;

6. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan  Tergugat  tidak  jujur  terkait  keuangan  dengan

Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat memiliki

banyak hutang, Tergugat sering bermain judi bersama dengan teman-

temannya dan Tergugat  kurang memberi  perhatian  dan kasih  sayang

kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

8. Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dirukunkan,  akan

tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah

pecah (broken mariage) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

2. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  telah  merusak

kerukunan rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat sehingga tidak lagi

sesuai  dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup

dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran, Surat Ar-Rum, Ayat 21 sebagai berikut:

وجََعلََ           إليَهْاَ إ إتسَْكنُوُا ل أزَْواَجًا كمُْ أنَفْسُإ مإنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ إهإ آياَت ومَإنْ

يتَفَكَرُّونَ         ٍ إقوَمْ لَياَتٍل إكَ ذلَ فإي إنّ إ ورََحْمَةً مَودَةًّ بيَنْكَمُْ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
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rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang,  bahwa tujuan  hakiki  dari  pernikahan  adalah  untuk

mewujudkan  ketentraman  (sakinah)  di  antara  pasangan  suami  istri,

hubungan yang saling mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah).

Berdasarkan  fakta  diatas,  Majelis  Hakim menilai  bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi

memberikan  kedamaian  bagi  pasangan  suami  istri  dalam  waktu  yang

berjalan  secara  terus  menerus  sehingga  tujuan  pernikahan  untuk

membina keluarga yang  Sakinah,  Mawaddah,  Warahmah sebagaimana

dimaksud dalam Firman Allah SWT diatas tidak terwujud;

2. Pendapat  Imam Malik  seperti  dikutip  oleh Syaikh Sayyid Sabiq

dalam kitab “Fiqhussunnah” Juz 2, Hal. 289, yang selanjutnya diambil alih

menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

        : إذاَ   إ التفّرْإيقُ القَاضإي مإنَ تطَلْبَُ أنَْ إلزَوجَْةإ ل أنَّ مَالإك إمَامُ ال ذهَبََ

بيَنَْ           العشُْرَة دوَاَمُ مَعهَُ يستطَاَع لَ إضْرإارًا إهاَ ب الزّوجْ إضْرَارُ إ ادعّتَْ

          : إيذْاَءإ  ال أنَوْاَعإ مإنْ نوَعٍْ إأيَّ ب إهاَ إيذْاَئ إ أوَْ سَبهّاَ، أوَْ ضَرْبهاَ، مإثلْ إهإمَا، أمَْثاَل

  . ثبَتَتَْ           إذاَ فإَ الفإعلْإ أوَْ القوَلْإ مإنْ مُنكْرٍَ علَىَ إكرَْاهإهاَ إ أوَْ يطُاَقُ، لَ الذّإي

إيذْاَء          ال وكَاَنَ الزّوجْ، إرَاف اعتْ أوَْ الزّوجَْة، إبيَنّةَإ ب القَاضَي لدَىَ دعَوْاَهاَ

عنَْ           القاَضإي وعَجَإزَ إهمَا أمَْثاَل بيَنَْ العشُْرَة دوَاَمُ مَعهَُ يطُاَقُ لَ مإمّا

. إنةًَ     باَئ طلَقَْةً طلَقَّهاَ بيَنْهَمَُا إصْلحَإ ال

Artinya:  “Imam  Malik  berpendapat  bahwa  seorang  istri  dapat  memita

Hakim  untuk  menceraikannya  (dari  suaminya),  jika  suaminya

melakukan  kekerasan  yang  dapat  merusak  hubungan  rumah

tangga, seperti memukulnya, menghinanya, menyakitinya, atau

memaksanya  untuk  berbuat  kemunkaran.   Dan  apabila  telah

tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri

atau  pengakuan  dari  pihak  suami,  dan  adanya  hal  yang

menyakitkan  itu  menyebabkan  tidak  adanya  pergaulan  yang
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pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil

mendamaikan  kedua  belah  pihak,  maka  Hakim  dapat

menceraikannya dengan Talak Ba’in”;

3. Bahwa mempertahankan kondisi  rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar

dari  pada  manfaatnya,  sedangkan  menolak  mafsadat  lebih  utama  dari

pada mengharap maslahat, sesuai dengan Kaidah Fikih berikut ini:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil

Kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan

substansi  Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  Tentang

Perkawinan  sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

bahwa  perceraian  dapat  dilakukan  apabila  antara  suami  dan  isteri  terus

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

diantara  pasangan  suami  istri  yang  sulit  diharapkan  untuk  bersatu  kembali

dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan

perkawinan, sebagaimana maksud Pasal  1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya

keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang,  bahwa  alasan  perceraian  atas  dasar  perselisihan  dan

pertengkaran  dapat  diartikan  secara  luas  dengan  melihat  fakta-fakta  yang

menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga

maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya

menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah
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berubah  menjadi  hama  yang  menggerogoti  dan  mengubahnya  menjadi

permusuhan dan kebencian ( البغضاء   و ;(العداوة

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam

perkawinan  dianggap  telah  pecah  (broken  marriage),  meskipun  ikatan  lahir

secara hukum masih ada,  tetapi  perkawinan yang demikian  secara  rasional

telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara mutatis mutandis

suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat  lagi  menjalankan  hak  dan  kewajibannya

masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini tidak

lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan

dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan

itu  sendiri,  sebagaimana  maksud  dari  kaidah  hukum  Yurisprudensi  yang

terdapat  pada  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  38 K/AG/1990 tanggal  22

Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis  Hakim  menilai  gugatan  Penggugat untuk  bercerai  dengan

Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena  Tergugat

belum pernah menjatuhkan talak terhadap  Penggugat,  maka petitum gugatan

Penggugat untuk  diceraikan  dari  Tergugat dapat  dikabulkan  secara  verstek

dengan menjatuhkan talak satu  ba’in  shughra Tergugat terhadap  Penggugat

sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
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1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4.Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  seluruh  biaya

perkara sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima

ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Krui  pada  hari  Kamis  tanggal  1  Agustus  2024  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  26  Muharam  1446  Hijriyah,  oleh kami Asep

Nurdiansyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Abrori Setyanugraha,

S.H.I., M.H. dan Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan  didampingi  oleh  Asep  Supriadi,  S.H.I. sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Asep Nurdiansyah, S.H.
Hakim Anggota 

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Hakim Anggota

Mohammad Abrori Setyanugraha,

S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.
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Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp      30.000,00

-  Proses : Rp      75.000,00

-  Panggilan : Rp 1.050.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp      20.000,00

-  Redaksi : Rp      10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.195.000,00

       (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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